BAB VI
SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh kegiatan PKPA di

Apotek Kimia Farma Diponegoro Sidoarjo ialah :

1.

Calon apoteker perlu membekali diri sebelum mengikuti
kegiatan PKPA dengan ilmu pengetahuan, keterampilan serta
percaya diri yang baik sehingga selama berlangsungnya kegiatan
PKPA calon apoteker dapat menjalankan tugas dengan baik.
Calon apoteker hendaknya aktif melakukan kegiatan
kefarmasian saat berlangsungnya kegiatan PKPA sehingga dapat
memperoleh informasi yang berguna.

Calon apoteker perlu meningkatkan nilai kepedulian kepada
pasien sehingga proses pelayanan berlangsung dengan baik.
Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem
pengendalian untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan
resep untuk itu di setiap tahapan pengerjaan resep petugas di
harapkan membubuhkan paraf mulai dari pemberian harga,
peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan obat.
Calon apoteker perlu berlatih kemampuan untuk berkomunikasi
agar kegiatan KIE dapat berlangsung dengan baik.

Calon apoteker juga perlu memperhitungkan waktu peracikan
dengan baik untuk mencegah pasien menunggu terlalu lama.
Sarana dan prasarana yang ada di apotek diharapkan dapat
ditingkatkan

Petugas kesehatan di apotek diharapkan lebih rutin melakukan

kegiatan pendekatan dengan masyarakat.
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